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PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM

RUPATI MUARA ENIM

hahwa dengan telah  ditetapkanoya  Peraluran  Daerab
Kabupatcn Muara Enim  Nomos 19 Tahun 2000 ientang
Pembentukan  Organisasi dan Tata  Kerja Dinas  Daerah
Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangks lelancaran
pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan perln
dilakulkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim |

bahwa berdasarkan perlimbangan scbagaimana di maksud
huranf a perlu menctapkan  kepulusan Bupati Muara Emm
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi [Dinas Pertan i1l
Tanaman Pangan Kabupaten Muara Emim.

Undang-undang Republik Tndonesia Nomor 28 Tabun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di
Sumatera Selatan | Lembarman Negara Republik Indoncsia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821 ;

Undang-undang Republik lodonesia Nomor 22 Tahun 19959
tentang Pemerintahan Daerah {( Lembaran Negars Repulilik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3839

Undang-undang Republik Indopesia Nomor 23 ‘Tabun 19594
tentang Perimbangan Heuangan antara Pemerintah Pusat damn
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3848 | ;

Undang-undang Republik Indonesin Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian | Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) scbagimana telab di ubah
denpan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 { Tembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republilke Indonesia Nomor 3890 )

S Peraturan ...



Menctapkan

iy

Peraturan Pemerintah Republik Indonesss Nomor 25 Tahun
2000 tentang HKewenangan Pemenntah dan Rewenangan
Propinsi sebagai Dacrah Otonom | Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negars
Nomor 3952 ) ;

il

6. Peraturan Pemerintah Republik Todonesia Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi  Perangkat Daerah
[ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 163 |

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
ienlang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan

dan Hentuk Rancanpan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden |

8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Epim Nomor 16 Tabun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musara Enim,

9, Peraturan Daerah HKabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatz Kerja Dinas
Diaerah Kabupaten Muara Enim,

MEMUIITUSKAN @
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN KABUPATEN MUARA ENIM.
BAB 1
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini vang 41 maksud dengan :
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Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
Pemerintah Dacrah adalah Peinerintab Kabupaten Muara Enim.
Bupati adalah Bupati Moara Enim.

. Wakil Bupati adalah Wakil Bupat Muara Enim.

Selkretaris Daerah adalah Sekretaris Daersh Kabupaten Muara
Enim,

. Dinas Pertanian Tanaman Panpan adalah Dinas Perfanian

Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim,

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamian Tanaman Pangan

H,;-ﬂ:uupr—th:u Mnara Fromn.

. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Rabupaten Muara Endm.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalab Unil Pelaksana Teknis Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Muara Enim,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang di beri mgas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pojabat  yang berwensang antuk melaksanakan Kegialan  yang
sesnai dengan profesi keahlianova dalam  maogks mendukung

kelancaian tugas pemerintahan,
Bl B TL e
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BAB I
KEDUDUKAN, TUGASB POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana

(2)

Pemerintah Dacrah di bidang Pertanian Tanaman Pangan

Minas Pertanian Tanaman Pangan di pimpin oleh secorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Pasal 5

Minas Pertanian Tanaman Pangan mempunysi tugas melaksanakan
nrusan mmah tangga daerah dalam bidang Pertanian Tanaman Pan garn
vang menjadi tangguug jawaboys meliputi Produksi Padi dan Palawija,
Hortikultura, rehabilitasi lahan dan perlindungan tanamean, nsaha tani
dan pengolahan hasil pertanian,

Fasal 4

Untuk menvelenggaralan tugas tersebul pada pasal 3, Dinas Pertanian
Tanaman Pangan mempunyal fangsi ;

a.

T

cl.

L

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan,

Pelaksanaan pembinaan omum  di bidang Pertanian  ‘Tansnan
Pangan berdasarkan kehijakan yang ditentukan oleh Bupat ;

Pelaksanaan Bimbingan Teknis di bidang Pertanian Tanaman
angan sesual kKebljakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusal

dan Pemerintah Dacrah |

Pelaksanaan penberian izin dan pembinaan usaha pertanian sesual
dengan tugas pokok ;

Pelaksanaan pengkajian dan penerdape tekmologi anjuran di tingkat
ugsaha tani

Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan tek nis terbadap unit-umt
di linglungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapar.
BAB I
ORCANISAS]
Bagian Pertama

Busunan Organisasi



Pasal 5
Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdini dan

a. Kepala Dinas |

. Bagian Tata Usaha |

¢ Sub Dinas Produksi ;

d. Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman ;
Sul Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil

Cabang Dinas ;

. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

1. Relompok Jabatan Fungsional,

o R
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Bagian kKedus
BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6
Bagian Tata lisaha mempunyal  tugas melaksanakan penyusuoan
program an  perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
riimah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menvelenggarakan fugas terschut  pada pasal 6, Bagian Tala
Usaha mempunyal mempunyai fungs: -

a. Penviapan hahan dan koordinasi pelaksanasn penyusanan rencans,
program kerja dan pelaporan |

b, Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepopawaian |
¢. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kenangan

d. Pelaksanasn urusan umuom, rmunab tanggs, perlenglapan, naskah
dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas |

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal &
Hagian Tata Usaha tenliri dari
a. Sub Bagian Perencanaan ,
b. Sub Bagian Umum,
¢. Sub Bagian keonangan,
Pasal 9
(1} Sub Bagian Perencanaan mempuiyal tugas melakulkan penyiapan
bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpilan dan

analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan

(2] Sub Bagian ...
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{2} Sub Bagian Umum mempunyai [ugas melaksanalan  urusan
administrasi kepegawaian, tumah tangga, perienggapan, surat
menyurat, kearsipan, perjalanan dinas dan pemelibarsan barang-
baraug inventaris |

(3} Sub Dagian Keuangan mempunysi tugas melakukan penviapan
bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administras: keuangan
dan perbendaharaan.

Bagian ketiga
SUR DINAS PRODUKSI
Pasal 10

Sub Dinas Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan baban

dan penyusunan penerapan teknologl produksi, pengelolaan benih dan

pengeanbangan  produksi  padi,  palawija  dan Hortikultura serta
pemnbinaan budidaya tanaman padi, pakawija dan hortikultura,

Paszal 11

Untuk menvelenggarakan togas terscbut pada pasal 10, Sub Dinas
Produksi mempunyval fungsa

4. Penviapan baban pengujian dan penerapan teknologi produksi
padi, palawija dan hortikultura

b, Penyiapan bahan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan
pengamanan teknis sumber daya alam hayali padi, palawija dan

hortikultura

¢ penyiapan  bahan pembinasn,  pemantanan dan  pengawasan
terhadap penggunaan pupuak ;

d. Penviapan hahan koonlinasi  dan sinkionisasi  werhadap
pelaksanaan Bimas intensifikasi padi, palawijs dan hortikultiura

e, Penyiapan bahan pembinaan, pembangnunan dan pengelolaan halai
benih, penangkar benih dan laboratarium benib |

i Penclitinn dalam bidang pertanian spesifik daerah sesuai dengan
masalah, keperluan dan komadit lingkungan khusus daerah |

g Pembinaan hudidaya tanaman padi, palawija dan hortikultura;

h. Pemberian izin produksi benih dan distribusi benih tanaman padi,
palawija dan hortikultura |

i, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Pasal 12
Sub Dinas Produksi terdin dari

a, Selkai oo e,
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a. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawha
b, Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura |
c. Selsi Produksi Benih / Bibit.

Hasal 13

(1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija mempunya: tugas
melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan
dan  bimbingan penerapan  teknology pengembangan  dan
pengamanan teknis sumber daya alam hayati scrta pembinaan dan
pengawasan  terhadap  penggunaan pupok  tanaman padi dan
palawija.

(2} Seksi Pengembangan  Produksi Hortdolturs mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan dan peovusunan bahan pembinaan
dan  bimbingan penecrapan  teknologi, pengembangan dan
pengamanan teknis swmber daya alam hayati hortikaliura scria
pembingan dan pengawasan terhadap penggunaan pupuk tansman
hortikulnura,

(3} Seksi Produksi Benil Bibil mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan pembinasn dan perencanasn pembangunan dan
nengelolaan balai benih, penangkar benih  serta pemberian izn
produksi dan distribusi benih [ bibit tanaman padi |, palawija dan
hortikultara.

Bagian Keempal

SUB DINAS PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN
TANAMAN

Pasal 14

Sub Dinas  Pengembangan  Lahan  dan Perlindungan  Tanaman
mempunyal lugas meksksanakan penyviapan bahan Rehabilitasi dan
pengembangan  lahan,  bimbingan  perlindungan lanaman dan
pelaksanaan penyululuan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas
Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman mempuny:ai fungsi

a.  Penviapan bahan pembinaan, pengelolaan, pengembangan dan
pengamanan tekms sumber daya lahan dan air

b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan  pengawasan
terhadap penggunasn, pengadaan dan peredaran herbisida dan
pestisida ;

¢ Penviapan bahan pembinaan, pemantanan dan  pengawasan
terhadap perlindungan {proteksi) dan pengelolaan lingkungan
pertanian |

d. Penyviapan bahan  pembinsan dan perencanasan pengelolaan
laboratorium hama peoyakit tanaman |
e.. Penyiapan ........
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Penyiapan bahan pengendalian bama ferpaduo dan penataan
lingkungan petani ;

Fenyiapan bahan pemanfaatan sumber daya lahan dan penvebaran
pengembangan pertanian ;

b

i:"."'_.l!j-'iﬂpﬂ.tl h:i.l]::lfl Pﬂlﬂl':ﬁrﬂ:ngau P,cnallggulgngﬁu hELI:IlE; AN Aarman
bila terjadi eksplosil;

Penviapan bahan penyusunan sirategi, prograin pendekatan dan
metodelogi serta peman tapan mekanisme penyulnhan pertanian .

Penyviapan bahan pemantauan  dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penyuluhan pertanian ;

Penyiapan bahan penctapan kelas kemampuan kelompok tani dan
menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani |

Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi anlar petani di
masing-masing lokalita dan pengelolaan perpnstakaan pertariisi

Penyiapan hahan peoyelenggaraan  pekan daerah, pameran,
sayembara, perlombaan dan penyiaran pertanian |

Pelaksansan tugas lain vang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman terdiri
e ¢

&,
b

"y

(1)

(4

SJeksi Rehabilitasi dan Pengembangan Laban |
Seksi Perlindungan Tanaman
Sekai Penyuluhan,

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan mermpuinval fugas
melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan pewmbinaan,
pengembangan dan pengamanan teknis sumber dava lahan dan air
scrta pemanfaatan  sumber  daya  lahan dan penyebaran
penpgembangan pertanian [ANAMAT PALIPAT.

Scksi Perlindungan Tanaman  mempuny:  Tugas melaksanakan
pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan
terhadap penggunasn, pengadaan  dan peredaran terhadap
perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan pertanian  setta
pengendalian hama terpadu dan penanggulangan hama tanaman
bila terjadi eksplosif,

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
hahan pelaksanann program pendekatan, metode dan mekamisme
penvilihan, pemantavan dan pengendalian terhadap penyuluban
pertanian, pembinaan dan pengembangan kelompok tan,

Bagian ........
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Bagian Kelima
SUB DINAS USAHA TANI DAN PENGOLAHAN HABIL
Pasal 18

Sulh Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas
melaksanakan penviapan bahan  pembinaan Usaha Tam  dan
Pengolahan Hasil, pemanfaatan sumber daya dan pengembangan
agribisnis.

Pasal 19

Untuk menvelenpgarakan tugas tersebut pasal 18, Sub Dinas Usaha
Tani dan Penpgolahan Hasil mempunyai fungsi

#. Penyiapan baban pembinaan, pemantauan dan  pengawasan
lerhiadap pengadaan dan peredaran pupuk |

L. Penviapan bahan pembinaan  pemantauan  dan  pengawHasdn
terhadap pengadaan dan peredaran alal dan mesin pertanian serta

sarana dan prasarana lainnva |

¢, Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja di
bulanyg pertanian |

d. Penyiapan baban pembinasn manajemen usaha  tani, panen
pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian |

¢c. DPenylapan bahan pembinaan teknis pengadasn, pengolahan dan
distribusi pangan dan baban pangan |

[, Penviapan bahan pembinsan dan pengawasan pemasaran  hasil
periaman ;

g.  Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan lembaga system
mutu hasil pertanian ;

h. Penyiapan bahan informasi dan peluang di bidang pertanian

i. Penyiapan baban  pemberian izin oserta pemantauan dan
pengawasan terhadap usaha yang bergerak i bidang pertaman ;

j-  Penyviapan bahan penumbnhan dan pengembangan koperasi tand
dan kelembagaan agribisnis |

k., pelaksanasn tugas lain yang diberiken olech atasan.
Pasal 20

Siuth Dinas Usaha Tand dan Pengolahan Hasil terdin dan -

a. Sclesi Pemanfaatan Sumber Daya ;

b, Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil |

c. Selsi Pengembangan Agribisnis,

Pagal 21 o0iiae
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Pasal 21

{1} Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan

pengumpulan  dan penvusunan  bahan  pembinaan  terhadap
penggunaan alat alal mesin pertanian, pengadasn dan peredaran
pupuk, pengembangan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber dava
alam dan air.

[2) SBeksi Pasca Panen dan Pengolahan Tasil mempunyai tugas

melaksanakan pengumpulan dan penyusunan babhan pembinaan
manajemen usaha tand, pengelolasn pemasaran hasil panen serta
pembinaan dan pengawasan lembaga sistem muatu hasil pertanian,

(}) Seksi Pengembangan Agribisnis mempunvai lugas melaksanakan

pengumpudan dan penyusunan bahan  penumbuhan dan
pengembangan koperasi tani, kelembagaan agribisnis, pembinaan
teknis pengadaan dan pendistribusian program, bahan pangan,
pengelolaan data  informasi  pertanian, pemberian  izin scerta
pemantanan dan pengawasan usaha vang  bergerak i hidang
pertanian,

Bagian keenam
CABANG DINAB

Pasal 22

Cabang Dinas mempunyat tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pertanian Tanaman Pangan yang mempunyai wilayah kerja satuo atau
beherapa Kecamatan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 22, Cabang Ditias
Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

.

Ia,

FPelaksanaan wnyiapan  bahan A TENCANAAN engembangan
; ! E :
Porianian ;

Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan teknis di bidang
produksi, pengembangan lahan, pengolahan hasil dan penyuluhan di
wilavah kerjanya ;

- Penyiapan bahan penyusunan dafa statistik pertanian ;

-Pelaksanaan pengkajian dan penerapan tcknologi anjuran di tingkat

usaha 1an

.- Pelaksanaan urusan administrasi, Keuangan dan rumah tangpa,

Bapian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Prasal 24 ..,
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Pasal 24
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) FPertanian Tanaman Pangan
mempunyai fugas melaksanakan sebagian fugas operasional Dinas
Pertanian Tanaman Pangan di bidang tertentu.

Pa=al 25

Untul menyelenggarakan tagas terscbul pada pasal 24, Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyal fungsi ¢

a. Pelalksanaan sehagian tugas Dinas Pertanian Tanaman HPangan
sesnal dengan hidangnya ;

b. Pelaksanan pelaksanaan urusan  administrasi, keuangan dan
rumesh langga.

Baginn Kedelapan
HELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26
Kelompak  Jabatan Fungsional mempunyai  togas  melaksanakan
sebagian migas Dinas sesual dengan bidang keahlian tenaga fungsional
masing-masing berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yvang
berlaku,
Pa=zal 27
(1] Kelompok Jabatan Fungsional tlerdini dari  scjumlah  tenaga
fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesum

dengan bidang keahliannya |

{2} Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior yang di tanjuk olch Kepala Dinas |

(3) Jumlah tensga fungsional terscbut pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebotuhan dan beban kera ;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana i maksad ayat
(1} i atur berdasarkan peraturan  perundang-undangsn yang
berlaku,

BAB YV
PENUTUOP
Puasal 28
Hal - hal vang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupat.

Pagal 29 covieern
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Pasal 29
Keputusan ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapal mengetabuinva, memerintahkan

Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditctaplkan thi Mugara Enim
pada langeal  § Mel 2001

BUPATI MUARA ENIM

Pl 41 -
Rl S -

L

AHMAD SOFJAN EFFENDIE
Dinndangkan i Muars Enim

- pada tanggal B Mgl 2001

AN ROBAIN SIRCGD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 19



